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TUJUAN

Untuk menjamin kualitas serta efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas akhir

mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Program Studi Magister lImu Hukum

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Hasanuddin;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Bidang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor
50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;

7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor
46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program
Studi Universitas Hasanuddin; dan

8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);

9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/0/2010 Tanggal 3

Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.
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V. DEFINISI

1.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister [Imu Hukum dalam
lingkungan Universitas Hasanuddin;

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan
dan teknologi;

Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai
pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;

Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau
penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan
pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah
pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan

minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester;

V. URAIAN PROSEDUR

1.

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah dinyatakan lulus seminar
usulan penelitian dan telah disetujui oleh komisi penasihat.

Penelitian paling lambat harus dilaksanakan enam bulan setelah seminar usulan
penelitian, dan jika melebihi waktu yang ditetapkan, maka seminar harus diulang

dengan biaya sendiri.

3. Jangka waktu penelitian paling cepat 2 (dua) bulan.

4. Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan

arahan komisi penasihat.
Selama melaksanakan penelitian, mahasiwa diwajibkan menyampaikan

perkembangan penelitiannya kepada komisi penasihat setiap satu bulan
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